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PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATAKERJA
KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUIAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

- 10.Peraturan Pemeriutult  Momor 25 Tahun 2000  tentang
Fewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai

12

BUPATT LANGKAT

& bahwiy dalam  rangha penerapan Undang-undang Nomor 22
Tahur 1999 tendunp Pemerintahan Dacrah, mauka dipandang perfu

melakukan penataan #eiembagaan;

b. balwa  memenuli maksud tersebut pada huruf a diatas,
diintegrasikan Dinas LLAJ Kabupaten Langkar dan Cabang
Dinas 1.1.AJ Kabupaten Langkat menjaci Kantor Perhubungan

Kabupaten Langhar

¢, bahwa wprk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor
Perhubingan ¥abuooten  Langkat porly ditetapkan dengan

Peraturan Daeralt.

Lo Undang-undang Nowor 7 Drt Tahun 1956 lentang Pembentukan
Daerah - Otonom  Kabupaten kabupaten  dalaw Hugkungan

Propinsi Sumatera Utara;

Nomor 43 Lahun 1999

Angkutan Jalan;

Lembaran Negara Menor 3493 ;

5. Undang-uondang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Drierah;
hevangan anfera Pemerintah Pusat dan Daerah;

Negara vang bersih dan bebas KKN;

Stabat,

Dely Serdang;

Dacrah Citonom;

Undang-undang Noumor 8 Tehun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Undang-undang Nenior 14 Tahun 1992 teniang Lalu Lintas dan

Undangwundang Nomor 21 Tahun 1992 tentang  Pelayaran
( Lembangan Nigara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan

i.’Fndang-undahg Nerror 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 lontang Perpindahan
Ibukota Kabupaten Duerah Tingkst [T Langkat  dari Binjai ke

Peraran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
batas wilayah Kotmnadya Dasrah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat T Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II



LT .

L. Peraturan Pemuringah Nomor 84 Tahun 2000 fentang Pedoman
Organisasg Perangk.a Laerah;

L Keputusan Presider, Nomer 44 Tahun 1009 Cinang  lekni
Fenyusuin Peralurag Pcmndmlg-undmgm dan  Benpu
Rancangan Undang-undang, Rancanpan Peraniran Pemerintat;
dan Rancangay Kepitusan Presiden.

Dengan Peseininan
DEWAN PER WA KILAN RAKYAT DARRAK Fra BUPATEN LANGKAT

MEMUTUSWAN

Menetapian TPERATURAN DARR AL KABUPATEN LANGKAT TENTANG

PEMBENTUK AN ORGANISAST DAN TATAKERJA KANTOR
PERFUR UNCGAN KATUPATEN LANGKAT,

BAR ;
K TENTUAN Dag UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrat ini Yang dimaksud dengay, -
a.

b.

g e

Daerah adalah Kabuparen Langkur:

Pemerintah Daergh adalaly Nepaia Dagrah Fesera Perangkul Daerah souia Perangliat
Dazrah Otonom Yang lain schapai Rodan Ehachiuir Daerah; '
Kepala Dacra]y edalal 3upati Langkat,

Dewan Perwakilan Raloyat Dagepaly Yang selaninya discbur DRRD adalah Radan
Legislatif Dacran Kabupaten |angkur: '

Sekeetarial Dyeraty adalal Sekretaria Daerah Kubupaten Langkat yang merupakan unsur
staf Pemerintah Dagrah:

Sekietaris Dagra)y adaloh Sekyeturis Duerah ¥ abu paten Langkat:

Kantor Perhubungan adalap Fantgr I’;:rhulmng:m Habupaten 1 Ay kat!

Fepala Kantor adalzh Kepaly Famor Perhubung .n Kabupaten Langkar, _
Kelompok Jabatan tungsional  adafni kelompuk Pegawnai  Nogori 3yl Kantor
Perliubungan yang diberf hak «dan eI Seeard penil olah pejabat yang berwenang
Sesuai bidang keahliannya:

Renstra adalah Rencang Strategi Kantor Perhubungan Kabupaten Langkat;

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerjy Instansi Pemerintah Kantor Perhubungan
Kabupaten Langkat,

BAB IJ
PEMBENTUTY AN

Pasal 2

Déngan Peraturan Daerah in; dibentuk Kantor Pethubungan Kabupaten Langkat,

S



Bap i
KEDUDUKAN, TUIGAS POROK DAN FUNGS]

Pasal 3
(1) Kantor Perhubungan adalah Unsw penunjang Pemerintah Dacraly dibidang perhubungan:

{2) Kantor Perhubungan dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor yang dalara melaksanakan
fugasnya berada dibawah dun bertangguny jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah,

Pusal 4

Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok meisksanakan urusan rumah tangga dasrah dap
figas pembantuan yang diberikan Pemeriatah atau Pemerintah Pusat dibidang Perhubungan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakun nugas pokok dimaksud dalam pasal 4, Kanior Perhubungan

mempunya; fungs; :

2. Melaksanakan pembinaan umum  berdasarkan Liobijaksanaan yang ditctapkan Kepala
Daerah; v

b. Melaksanakan pembinans, teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan olch Mengteri
Perhubungan:

¢. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kibijsksanaan yang ditctapkan oleh Kepala
Daerah;

d. Menunjukkan Iokagi terminaj keeuali fokas teirunal yang lungsinya mejayan; angkutan

aniar Kotz antar proping;, pengelolaan pemelifiaraan fisik dan ketertiban terminal;

Penunjukan lokasi dan pengelolaan paskir kenderaan bermotor dan tidak bermotor;

Menunjukkan lokasi tempat-tztmpat penyeberany an arang;

Pengaiuran tentang pembatasan menyangkul orany dengan kenderaan tidak bermotor:

Menjukkan lokasi pengelolaan dan penertibaq tempat pemberhentiavhalte unmk

kenderaan umum diwilayah Eabupaten;

Pengaturan dan kewajiban emberi hantuan kepada perkumpulan dan aray badan hukum

yang dimgaskan untuk menvelenggarikan penzmipatan dan pemeliharaan rambu-ramby

dan tanda-tanda faly Jin as: '

Pemberian izin pendirian Perusaiaan Sendcraan dCrmotor;

Pemberian izin pendirian bengkel wynms umtuk kenderaan bernnotor dan pengawasannya;

Pemberian izin operasi angkutan jaian unwy o ayek ataw lalu linms yang seluruhnya

berada dalam daerah Kabupaien Langkat;

m. Penetapan ketentuan-ketentuan fambahan mengenai snounap alat-alat pada mobil bus dan
mobil penumpang yang disunakan orang/barang secara tertib,

n. Penetapan larangan penggunaan Jatan-jalan tertenty diwilayah daerah Kabupaten dengan
persetyjuan Gubermur unruk Jalan propinsi dan Perseryjuan pemerintal unmk Jjaldn
nasionaf; '

Penganuan sirkulagi jaly lintas diwilavaly dacral; Nabupaten dengan persetujuan Gubernuy
untuk jalan propinsi dan perscliuan pemerintah uiduk Jalan nasional;

P. Penetapan pelabuhan kegiatan-kegiatan dalam 14! ini rekayasa lalu lintas pada jalan
Kabupaten dan manajemnen angkutan pada Jalan Kabupaten:

q9- Penetapan larangan penggunaan jaian Kabupaten bagi jenis dan macam kenderaan
bermotor yang berhubungan dengan muatan sumbunya melebihi batas maksimal yang
ditentukan untuk jalan Jatam wiliyah daerah Kabupaten;

r. Penetapan muatan sumbu kurang darl yang dirctapkan untuk jalan wilayah dacrah
Kabupaten:

8. Penetapan dan pembertan izin sekolal mengemudi:

t. Penetapan larangan menggynakan Jalan sungai/danan wilayah daerah Kabupaten;
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L. Pemberian izin bangunan/lokusi penatpunpan kayu pada sungai dan perairan wilayah
pedalaman serta sertifikasi Jain pefayaran suupai dan surat tanda kecepatan (STK)
nakhoda pelayaran sungai dan danau:

V. Perencanaan pembangunan earans dan prasurana peribungan darat dalam wilayah
Kabupaten;

BAB 1V
SUSTINAN ORGANISASI

Pasal ¢

(1} Susunan Organisasi Kantor Perhubungan terdisi ari -

a. Kepala Kantor;
b, Sub Bagian Tata Usaha;
¢. Scksi Perhubungan Darar,

. Seksi Perhubungan Laut:
¢. Seksi Pos dan Telckomunikasi;
£ Kelompok Jabatan Fungsional,

L]

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pechubuipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Dacrah ini,

Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 7
Kepala Kantor Porhubungan menpunyal tugas pokok mermimpin, mengkoordinasi dan
inengendalikan kegiatan dan melaksanakan s¢hagian tugas pemerintaly Kabupaten Langkat

terutama dibidang perhubungan scrta fgds lain dan ugas pembantuan yang ditstapkan oleh
Kepala Daorah melalui Sckretaris Daerah,

Pasal §

Untuk mielaksanakan tugas pokok dimuksud d
cpunyai fungsi

Mcerumuskan dan menyelenpparakan serta menyendalikan pelayanan perhubungar;
Mengembangkan kebijaksanaan sistem perbubin gan;
Mengadakan kebijaksanaan pembinaan dan meonitoring terhadap kegiatan perhubungan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Perhubungan,

slary pasal 7, Kopala Kantor Perhummgan

D Eo g

Bagian Kedua
Sub Bagiun Tata | lsaha

Pasal

(1) Sub Bagian Tata Usaha adaloh unswr pembantu pitnpinan  dibidang perbinaan
administrasi dan remah tanggs; -

(2) Oub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorung kepala sub bagian tata usaha yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibmval dan bertniggung jawab kopada Kepala Kantor,




Pasat 1

Kepaia Sub Bagian Tata Usaha memptinyal tigng pokok membantu Kepala Kantor dalam
melaksanakan perumusan perencanasn dan propranv/evaluasi, dan laporan kegiatan sub
bugian tara usaha, reclaksanakan dar menghimpun hasil perencanaan dan program cvaluasi
dan laporan seksi-seksi, melaksanakan pembinaan ketata uvszhaun yang meliputi urusan
umum, pengelolasn  kepegawaian, menyiapkan dan menghimpun Renstra dan Lakip,
keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelavanan tekhnis administeatif kepada Kepala
Kantor. menata organisasi dan seluruh satuan orzanisasi dilimgkungan Kantor,

Pasai 1!

Untuk menyelenggarakan fgas pokol dimakn:d dalam pasat 10, Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi :

2. Melakukan urusan umum yang meliputi advunistrast supat keluar dan surat masuk, urugan
kearsipan dan ekspedisi. pengetikan dan pengadaan peraturan dan pemcliltarazn serta
pengamanan lingkungan kegja;

b. Mengumpulkan bahan penyusuan dan petunjek tekhinis pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian, dan mengeloia adminietrasi kepegawaian;

¢, Mengumpulkan, menyusun dan menpanalicn data penyusunan program dan analigs
kebutuhan perlengkapan;

d. Mengumpulkan hahan dan FERYUSUNAn angyarar ritin dan anggaran pembangunan;

€. Mengelola dan membina administasd keuanyan;

L. Menyiapkan bahan keputusan bendalrarawan:

8. Membina tugas-tupas bendsharawan,

h. Mclakukan pembinaze organisass dan tata laksana;

. Mclakukan perencanaan  dan program  keplatan  sub bagian fata usaha, evaluasi
menghimpun Renstra dan Lakip serta membual pelaporan;

1 Menghimpui hasi! perencanaan dan pregrani, evaluast dan laporan sckni-seksi;

K. Togus~tugas 1ain vang iberikan oleh Kepala Hantor,
I Menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian lata Llgaha,

Bagian Kelioa
Jrkai Perhubungan Darat

Pasaj 12

L]

(1) Seksi Perhubunpan Darat adalaly unsur peninjang anluk melakaanakan tugay dibidang
perhubunpan darat aen laik Kenderaan;

(2) Scksi Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Scksi yang dalam menjajankap
fugasnya berada dibawaly dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Seksi Perhubunwan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengumpulkan hahan
dan pemnjuk teknis dibidang angkutan daral, laik kenderaan, prasarana dan rekayasa lalu
lintas 1eknis. perparkiran  serta pembinaan terhadap bengkel-bengkel umum lainnya,
pemberian izin operasional bengkel kenderas bermotor maupun tempat pencucian
kenderaan (doorsmer). ' '

Pasal 14
tintuk menyelenggarakan tugay pokok dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perhubungan Darat

mempunyai fungsi :
a, Menyiapkan perencanaan sarana dan prasacana isla lintas angkutan darat;

e ot e
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Méengadakan rekayasa lala lintas untuk memipertancar arus lalu lintas dalam daerah
Kabupaten Langkar;

Melaksanakan pengujian terhadap kenderaan HILUm pengangkan orang ataupun barang;
Melaksanakan pengawasun teknis tentang laik kenderaon,

Melaksanakan pengaturan tentang kenderaan pergangkut orang maupun barang;
Perencanaan penghunjukan lokas) terminal dan Jokas] perparkiran  dalam  daerah
Kabupaten Langkat sckaliyus pengoperasian saraita dan prasarana yang ada diterminal
termasuk didatamny: Pengawasan/pengaturan line:

Menyiapkan perencanian, pengaturan, pengaywasan dan pengendalizn lalu lintag dijalan
Kabupaten, jalan Propinsi dan jatan Nasiona} ¢ ivukota Kabupaien:

Menyiapkan perencanaun kebutuhan pengada.y penempatan dan pemeliharaan ramby-
rambu lalu lintas, marka jalan, alat pember isyarat lalu lintas dijalan Kabupaten, jalan
Propinsi dan jalan Nasional d; by kota Kabupatus;

Menyijapkan pemberian bimbingan keseiamaiun dan pencrtiban  dibidang Ialy lintas
analisis daerah rawan kecelakaan alu fintas  sesua dengan  ketenivan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menyelenggarakan penyuluhan pembinaan kepady para pengemudi kenderaan bermotor
dan tidak bermotor, pemakal jalagn,

Meneliti, memproses, dan memberikan sacana teknis, memberikan izin pendinian
perusahaan angkutan kenderaan verrnolor;

Perencanaan  dan penumjukan  tokasi purgeiolian pemeliharaan termpat-tempat
pemberhentian (halte) untui Kenderaan bermotor umum dalam  wilayah Kabupaten
Langkat; :

Perencanaan dan pencilapan larangan peng@unaan falanejalan tertentu (s dagrah Jdemi
kelancaran angkutan arug Lalw lintas donpan persenyjuan Gubemur unk jalan Propinsi
dan persetujuan Menteri Dalam Negerj untuk Jalan Nasional;

Perencanaan dan penctapan falan tertents i daerad yang melarang  pengomudi-
pengemudi memberikan tandzs-fanda svara ditem it dam wakey tertenty;

Perencanaan dan pengaturan sirkolasi falu lintay 1] Daerak dengan persetuiuan Guberyiur
untuk jalan Propinsi dan Menieri Datam Negeri uniuk jalan Nusional:

Perencanaan dan penciapan kecepatin maksimuyr, bagi jenis kenderaan terteniy pada jalan
Kabupaten tertentu Jalan Fropins yang berada dalam wilayah Ihukota Kabupaten
dengan persefujuan Gubernur serty Jalan Nasional dengan persetujnan Menteri Dalam
Neperi;

Perencanaan dap penelupan Lrangan pengpunacn jalan Kabuparen bagi macam-macam
kenderaan tidak bermotenr yang bedwlungan dergan muatan sumbunya;

Perencanaan dan penetapan larangen pengounaan Jalan Kabupaten bagi macam-macam
kenderaan bermotor Yang muatan sumbunya  melebih kapasitas maketmum Yang
ditentukan vatuk jalan wrscbur,

Perencanaan dap penelipan muatan sumby kurang dari vang ditetapkan untuk jalan
Kabupaten oleh karena pemeliharzan atau keadzan bagi jalan Kabupaten yang rusak
untuk waktu paling luna ¢ {¢nam) bulan;

Menanggulangi daerah rawan kecelakaan lalu tintas pada ruas jalan karena terkena
bencana alam;

Memproses pemberian saran teknis-teknis, pemberian izin operasional perusahaan
bengkel wnum untuk Kenders an bermotor;

Penetapan kitentuan tambahan mengenal susunan slat tamnbahan padi mobil bus dan
mobil penumpang yang digunakan sebagaj Lenderasan umum Jika dipandang perlu untuk
Lelancaran pengangkuran arang sceara tertb dan teraturs

Meinbing dan mengendalikan perusahann bengke! umum kenderaan bermotor dan
perusahaan Karoseri kenderaan bermotor Sertd penggunaan suku cadang kenderaan
bermotor sesuai peruturan dan perundang-undangas yang beriaku,

Membinag dan mengendalikan konstrubisl dan rokayasa kenderaan bermator sesual dengan
peratutan dan perundang-undangan yany berlaiq;

Melakukan pengujian secars berkala terhadap ke raan pengangkut cnergi gas, orang
dan barang:




¢. Melaksanakan pengontrolan terhadsp kendera: menyangkut energi gas dengan tingkal
yang diberikan batas toleransi:
an. Menvusun sérta menyiapkan Renstia Jan Laki eksi Perhubungan Darat;

Bugian Keemmpn
Seksi Perhubungan Laut

Pagst 18

(1) Scksi Perhubungan Laut adaluly wnsur penun;ivg untnk melakyanakan tugas dibidang
Perhubungan Laut, |

{2) Seksi T'erhubuugan Laur cipimpin oich seoruny tiepala Seksi yang dalam menjalankan

Pasal 16

Seksi Per@ubung,an Laut menipunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan iransfortasi
l.autfsungm dan dapan  kepada masyarakal, pelsyanan Kesslamatan pclayaran  dalam
lingkungan ketja dan dacrah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk memperlancar
angkutan lout,

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalau pasal 16, Seksi Perhubungan Laut

mempunyai fungsi

a. ['cnilikan lalu lintas angkutan laut yang melipuli Kapal penumpang, kapal angkutan
barang, kapal hewan serta pemantauan tarif angrian laut; ;

U Ponbinaan tenaga ketya bongkar muat barang penilikan tevhudap kemudahan persyaratan
lank kelautan kapal, dan mewveluarkan surat izio o {ayar;

¢. Pembinaan, pengamanan, penertiban dan penpawvasan keselamatoan serta punegakart
peramiran kelautan, pembangunan fusilitus dan pemelibaraan pelatndian guna menjamin
kelancaran operasional dibidang pelabuban laut;

d. Pencegahan dan penaggulangan poncomaran seriy pemadam  kebakaron diperairan
pelabuhan;

6. Pumeriksaan Nautis reknie rudio, pemdangunan dun perombakan kapal serta pemberian
sertifikasi;

f. Pelaksanaan pengukuran dan status hukum Kapal serta pengumsan dokumen pelaut,
penyijilan awak kapan dun perjanjian kerja lauy,

g TDelaksamaan wrusan kepegawaion tita ustha dsn rumah tangga kantor adminisiratur
pelabuhan,

h. Menyelesaikan scrta mengeluarkan sucat jzin berlayar (SIB);

L. Punyusuian kecelakaan kapal;

i Melakukan/memberikan bantanan SAR alut;

k. Memberikan bimbingan tenaga kerja bongkar muat barang {TKMB}Y;

I Pengawasan keselamatan bidang pembangunan fasilitas dan pelayanan pelabuhan;

m. Pemantanan pelayan jasa operasional;

n. Merencanakan dan memantau kegiatan penunjany angkutan laut seria pelaksangan tarif
angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

o. Penanggulangan petcymiaran lavt dan penaopanan horangka kupal,

p. Mclakukan kegiatan satvage serta pekerjaan bawain air dan pengamanan penegakan
hukum;

4. Pengaturan dan status hukum kapal;

1. Pengecekan dokumen pelaut/aswak kapal dan perjanjian kerja faut;

s.  Pemberian sertifikasi keselamatan kapal, surat kebangsaan kapal dan hipotek kapal;

t. Monyusun serat menyiapkan Rensira dan Lakip Sueksi Perhubungan Laut,

!
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Bagian Kelinwn
Scksi Pos dan Telekonunikasi

Pasul 1%

{l) Seksi Pos dan Telekomunikasi adalzh unsur pendukung untuk melaksanakan tugas
dibidang pos dan telekonunikasi;

(2) Scksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin olch seorang Kepala Seksi vang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

. Pasul 19

Scksi Pos dan Telekomuniasi mempunyai tupas pohok melaksanakar pengawasan dan
pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pes dan t2lekomunikasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokek dimaksud dalam pasal 19, Scksi Pos dan
Telekomuniasi mempunyai fungsi :
Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha 1asa nos;
Pengendalian dan pengawnasan kepiatan usaha jacu wlekomunikasi;
Pelaksanaan pemantauan dan cveluasi kegitar filsicii serta penyusunan pelaporannya,
Penerbitan izin penyelenggaraan instaiasi kabel turah (TKR/ G );
Penyelenggaraan jasa telckomunikas: yang bersitat lokal;
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi vang bersifat lokal;
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
Pengujian terhadap alat/perangkat pos dam telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji
i Daerah Kabuvpaten, :
Pelaksanaan pemantanag dan poueidban pelonypaan atas heenwan sertifikasi dan
+ penandaan alav/peranghat posicl;

3. Pembertan tzin pengounasn  spehtrum  {rekuensi radio untuk  televisi dan radie

lokal,dengan tetap mengacu alokast spektrum fiskuenst nasional;

* k. Menyusuan serta menyiapkan Renstra dan Lakip Scksi Pos dan Telekomunikasi.

R N -
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Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

_ (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempuuyai {ugas melaksanakan  kegiatan  Teknis
- Operasional Kantor Perhubungan sesiai dengan keahliannya masing-rnasing;

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diraaksud dalam ayat (1) pasal ini
dipimpin oleh pejabat fungsional yang senior;

(3) Jumlah tenaga Fungsivnal sebagaimana dimaksud dalam -ayat (1) pasal ini ditentukan
berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan Loban kerja;

(4 Jends Jabaran Fungsional sebagaimana dimaksud dalam aval (1) pasal ind diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undanguan kepegaw:izn yang berlaku,




{\

faly v
PENGANGKATAN DAN PEMBERFICNTIAN DALAM JABATAN

Pusal 22

(1) Kepala Kantor Perhubungan dianghkat dan diberhentikan olels Kcpala Dacrah:

(2) Kepalz Sub Bagian Tata Usaha dan  Kepala Scksi dilingkungan Kantor Perhubungan
dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Dacrah atas kewenangan yang diberikan
Kepala Dacrah atas usul Kepala Kantor;

{3) Pengangkaian dalam  jenjang jabatan swmkiral dan fungsional serta penetapan
eselonering mengacu kopada ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

h}
(1) Dalam melaksanakan tupasnya Kepala Kantor, Repaia Seksi, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha menerapkan prinsip koordinasi, baik inters: iEupUn antar unii organisasi lainnya,
sesuai dengan tugas pokoknya masin g-raasing;

(2) Memberikan pelayanan Operasional dan Adminisirasi serta pelaporan gesuai dengan
tugas pokoknya masing.maging,
&

Pusul 24
(1} Kepala Kantor dalam melaksanakan lugasnya besidasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
olch Kepala Daerph;

(2} Kepala Kantor diwajibkan memberi peminjuk, ownbing, membimbing dan mengawasi
pekerjaan unsur |pembantu nelaksana dan penuniang yang berada dalam lingkungan

kamomya.

Fagal 25

{1) Kepala Sub Bagian Tata Usahw dun Kepala Sexsi dalam melakeanalan tugasnya
menyampaikan laporan kepada Kepaly Kantog:

(2) Dalam melakeandkan wgas getiap pimpman satuan organisasi dibaniu oleh sanian ketja
bawahannya dan|di dalom rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-
masing mengadakan rapal sccaca berkala.

Pasal 26
(1) Dalam hal Kepala Kantor beshalangan, tugas~tunas Kepala Kantor berada dalam

koordinast seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaba atan Kepala Seksi yang ditunjuk olch
Kepala Kantor sefelah berkoordinasi dengan Sekrotaciat Dacrah Kabupaten;

(2) Datam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berhalangan, tegas-tugas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Scksi berada dalam koordinasi svorang slaf
bawahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala
Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi scielah berkonsultasi dengan Kepala Kantor
serta setelah koorrtinasi dengan Asisten Sckretaris Dacrah Kabupaten.
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BAB Vi
KEPECAWATAN

Fasal 27

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Kantor Perhubungan diatur sesuat dengan
ketentuan peraturan perundang-undanpan vang bortaka;

(2) Pongalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.
BADR Vi
PEMBIAY AAN
Pasal 28
Segala pembiayaan untuk kegiatan iantor Perwbuugan  dibebankan kepada APBD

Kabupaten Langkat serta subsidi atay bastean dar pemerintah atasan dan lembaga lainnya
yang sah berdasarkag ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasat 29
(1) Dengan dibentuknya Kantor Perhubungan maka perlu didata dan ditata Dinas LLAJ
Kebupaicn Laugkat Cabang Iiinas LLAJ Kubupaten Langkat menjadi Kantor
Perhubungan Kabupaten 1angkat setelah ditetupkanrya Peraturan Daerah ini;

(2) Scgala ketentuan yang bertentungan dan atuu ek sesua dengan Perainran Dacrah ini
dilakukan penyesuaian, '

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perstiran Daerah in sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lehih Bnjui melalui Feeputusan Kepaia Daeral,

BAB X
KETENTUAN PEMUITUD

Pasal 30

(1) Peraturan Dacrah ini disebur Peraturan Daerah Eabupaten Langkat tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Kuntor Perhubungan FKabupaten Langkat;

(2) Peraturan Dacrah ini mulai berfaky pada tanggal diundangkan.
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Apar sctiap orang Japat mengetahuinya, micmerintahkan pengundangan Peraturan
Daeralt ini dengan penempatammya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Prisahkan i ; Stabal

v 30 diemember 2000

Disetujui oleh Dewan Porwakilan Dacrab
Kabupaten Langkat

Nomor T R R IR | i ( e A A Tltry

Tanggal s 22 Legeaber 00D,

Diundangkan di : Stabat
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